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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Karakteristik yang begitu mencolok dalam pembicaraan mengenai 

penegakan hukum adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan 

suatu tindakan yang pasti dengan menerapkan hukum terhadap suatu 

kejadian. Dikarenakan dalam kenyataannya keadaan tidak seperti itu 

melainkan yang terjadi jika penegakan hukum itu mengandung pilihan dan 

kemungkinan oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.1 

Sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang atas 

pelanggaran atau penyimpangan dari undang-undang yang berlaku. 

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan pada dasarnya merupakan penegakan 

hukum. 

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan 

negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan 

permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai 

kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari 

masyarakat yang  damai. 2  Namun  pertanggungjawaban  pidana  tidak 

 
                1  Satjipto Raharjo. Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. 

Yogyakarta:  Genta Publishing. 2010. Hlm.190. 
2 Vivi Ariyanti. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 

Jurnal Yuridis. Vol.6 No.2. 2019. hlm.35. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022): 

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/789/pdf 

https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/789/pdf
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dijatuhkan hukuman pidana apabila tidak terdapat kesalahan.    

Alasan penghapusan pidana yang merupakan aturan ditujukan 

terutama kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan serta 

kondisi pelaku memenuhi rumusan delik yang diatur undang-undang yang 

seharusnya dipidana, tapi tidak bisa dipidana. Hukum Pidana mengenal 

beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk tidak 

menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang 

diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau 

perbuatan pidana. Dengan kata lain, alasan penghapusan suatu tindak 

pidana merupakan indikasi adanya suatu keadaan yang ditujukan kepada 

hakim yang memungkinkan seseorang melakukan suatu tindak pidana 

yang memenuhi rumusan delik namun tidak di hukum. 

             Hukum pidana umumnya berpusat pada para pelaku kesalahan, 

sementara para korban tampaknya terabaikan dan bahkan kurang ruang. 

Kepentingan negara dan masyarakat yang mendorong keberadaan sistem 

peradilan pidana, bukan kepentingan individu anggota masyarakat.3 Pada 

hakekatnya, proses hukum yang adil atau layak tidak hanya mencakup 

penerapan aturan atau undang-undang secara formal, tetapi juga sikap 

 
                3  Neisa Angrum Adisti, Alfiyan Mardiansyah. 2019. Permasalahan Pelaksanaan 

Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Simbur Cahaya. Vol. 26 No.1. 

Hlm.4. Diakses pada hari (Rabu, 19 Oktober 2022): 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburca 

haya/article/view/339 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburca
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penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat, terlepas dari 

siapa yang melakukan kejahatan.4 

Adanya alasan yang dapat dibenarkan yang menghilangkan sifat 

delik karena perbuatan terdakwa memang harus dilaksanakan dan alasan 

pemaaf yang menghilangkan sifat salah terdakwa yaitu perbuatan yang 

melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya.5 Mengenai dasar hukum penghapusan 

tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sifat 

pembelaan terpaksa yang menjadi alasan penghapus pidana diatur dalam 

Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

Adanya alasan penghapusan pidana diantaranya alasan pembenar 

yakni mengenai noodweer karena barang siapa yang membela diri dan itu 

untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, kehormatan atau keadilan atau 

harta miliknya sendiri atau orang lain, mengingat adanya penyerangan atau 

bahaya penyerangan yang seketika pada waktu itu yang melawan hukum 

tidak dapat di pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP. Sedangkan menurut 

Pasal 49 ayat 2 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan 

secara langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang berat akibat 

penyerangan atau ancaman penyerangan termasuk dalam alasan pemaaf.6 

 
              4 Selviria, Isma Nurillah. Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia 

Dalam Non Covention Based Asset Forfeiture. Simbur Cahaya. Vol. 27b No.2.  Hlm.42. Diakses 

pada Hari (Rabu, 19 Oktober 2020) dari link:http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya  

/article/download/1037/330 
5 D. Schaffmeister. Hukum Pidana. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti. 2011. Hlm.141. 

              6 Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD. Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Yustisia. Hlm.494. 
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Pembelaan terpaksa melampaui batas atau noodweer excess ialah 

pembelaan terhadap hak dan meniadakan ketidakadilan, sehingga 

seseorang yang melaksanakan tindakan dan unsur-unsur dari suatu tindak 

pidana telah terpenuhi, tetapi oleh undang-undang dimaafkan. Dengan 

alasan pemaaf, terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum yang seharusnya 

diterimanya, padahal terdakwa secara meyakinkan dan sah telah melakukan 

tindak pidana. 

Sistem penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

diawasi oleh Lembaga Pelaksana, seperti Polri dan Kejaksaan. Otoritas 

Yudisial atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan, dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai aparat penegak hukum di 

Indonesia, kepolisian harus berada paling depan, karena memiliki 

komitmen untuk menegakkan dan mengatur agar kemampuan hukum dapat 

berjalan dengan baik.7 

Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi 

dari Kepolisian. Terdapat peran yang penting dalam menjalankan tugas, 

mulai dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, penyelidikan dan 

penyidikan serta penangkapan. Maka segala sesuatu terkait pengambilan 

 
                7 I Gede Windu Merta Sanjaya dkk. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer 

Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. Jurnal 

Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022. Hlm.407. Diakses pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022): 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4847/3426 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4847/3426
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tindakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Kode Etik 

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya 

untuk melindungi pihak kepolisian dalam menjalankan hak dan 

kewajibannya, terutama dalam menggunakan senjata saat bertugas.  

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas, polisi kemudian 

menggunakan senjata untuk menghentikan ancaman yang membahayakan 

bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam keadaan seperti ini maka 

Polisi dapat melakukan pembelaan terpaksa. Keadaan terpaksa 

sebagaimana yang dijelaskan tersebutlah yang menjadi dasar bagi 

kepolisian untuk mengambil langkah tegas saat menjalankan tugas. Jika 

barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain diancam 

dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum 

satu tahun. Kesalahan tersebut di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana 

ada dua bagian yaitu kesalahan yang disengaja dan kesalahan yang tidak 

disengaja.  

Adapun kesalahan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP tersebut 

adalah merupakan kesalahan yang tidak disengaja (nalaten). Apabila 

kesalahan yang ada di dalam Pasal 359 KUHP tersebut kita artikan sebagai 

kesalahan yang disengaja (opzet) maka yang bersalah harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 338 KUHP 

dikarenakan pelaku dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang. 

Sedangkan matinya seseorang yang dimaksud di dalam Pasal 359 KUHP 

tersebut adalah akibat kelalaian atau karena kekuranghati-hatian dari 
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pelaku.8 Termasuk saat harus menggunakan senjata, seperti saat menembak 

orang yang mengancam atau tersangka.  Namun, tindakan tersebut tidak 

bisa dilakukan secara langsung. Agar Polisi dapat menggunakan tindakan 

tersebut sebagai dalih untuk pembelaan paksa atau untuk hukuman pidana, 

sejumlah syarat harus dipenuhi.  Atau sebaliknya apakah kegiatan tersebut 

tidak benar sehingga mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum. 

Dalam putusan yang akan penulis analisis ini, Hakim 

memerintahkan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum 

(onslag van alle recht vervolging) karena tidak dapat dipidana akibat telah 

melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pada hari Jum’at 

tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu 

dalam bulan September 2019, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa 

Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau pada suatu tempat 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Timur 

“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain” 

yang dilakukan oleh Sumantri Bin Muh. Toyib seorang anggota POLRI.           

Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya perkelahian yang 

terjadi di area lapangan sepak bola tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang anak 

muda sementara berkelahi kemudian terdakwa mendekati dan 

memerintahkan untuk bubar, namun karena perintah terdakwa tidak 

diindahkan, maka terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan keudara 1 

 
                8 Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Cv. Nuansa Aulia. 2021. Hlm.80. 
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(satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang terdakwa 

bawa saat itu, kemudian beberapa anak muda langsung membubarkan diri 

setelah mendengar suara tembakan.  

Namun salah satu orang yakni korban Abdi Junianto tidak 

meninggalkan tempat melainkan mendekati terdakwa dan berusaha untuk 

merebut senjata api milik terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara 

terdakwa, namun tiba-tiba tanpa sengaja senjata api revolver yang 

dipegang oleh terdakwa meletus dan mengenai wajah korban lalu korban 

terjatuh dan tergeletak dilapangan sepak bola tersebut dan dibawa ke 

rumah sakit lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Kota 

Palopo.  

Dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di tempat kejadian 

dalam kondisi gelap kemudian dua orang saling bergumul seperti sedang 

memperebutkan sesuatu yang ada di tangan, tangan mereka terlihat ke atas 

dan ke bawah, kemudian terdengar tembakan kedua. Kemudian satu orang 

dari mereka terlihat terjatuh dan satu orang yang lain langsung pergi 

meninggalkan tempat kejadian. Artinya setelah korban jatuh, terdakwa 

langsung pergi meninggalkan korban tanpa melihat kondisi dari korban 

terlebih dahulu dan setelah itu suasana di tempat tersebut sepi tidak ada 

orang.  

Selain itu juga, saat terdakwa sampai di Polsek Mangkutana, 

terdakwa hanya mengatakan bahwa telah terjadi kejadian perkelahian di 
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lapangan sepakbola dan tidak menyebutkan adanya korban yang tertembak. 

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, kasus di atas patut untuk dikaji. 

Maka inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA 

POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA 

MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS) MENGAKIBATKAN 

HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Analisis Putusan Nomor: 

34/Pid.B/2020/Pn.Mll). 

B. Rumusan Masalah  

Maka berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah 

disampaikan di atas, masalah yang dirumuskan oleh penulis ialah : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota POLRI 

yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dan 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain? 

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerapkan alasan pemaaf 

pada putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan 

di atas, maka menurut hemat penulis, penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

terhadap Anggota POLRI yang melakukan pembelaan terpaksa 

melampaui batas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam 

menerapkan alasan pemaaf pada putusan Pengadilan Negeri Malili 

Nomor: 34/Pid.B/2020 

D. Manfaat Penelitian 

Maka dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini akan 

bermanfaat kedepannya khususnya dalam hal : 

1. Manfaat dari sisi teoritis, yakni: 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada 

program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya dalam 

menganalisis terkait dari segi penghapusan pidana terhadap anggota 

POLRI yang melarikan diri setelah melakukan pembelaan terpaksa 

melampaui batas khususnya yang mengakibatkan kematian akibat 

kelalaian. 

b. Untuk mengetahui secara konkrit terkait pengimplementasian 

mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas oleh anggota POLRI 

sebagaimana Pasal 49 Ayat 2 KUHP yang telah mengakibatkan 

kematian, namun terlepas dari segala tuntutan hukum. 

2. Manfaat dari segi praktis, yakni: 
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a. Hasil dari penelitian ini agar digunakan oleh akademisi, praktisi, 

maupun masyarakat umumnya dan menjadi bahan untuk bermanfaat bagi 

setiap orang yang ingin mengetahui secara jelas perihal penegakan 

hukum pada anggota POLRI yang menghilangkan nyawa orang lain 

akibat pembelaan terpaksa melampaui batas dengan kelalaian. 

b. Dalam praktiknya nanti diharapkan dapat menjadi sarana rekomendasi 

kepada pihak yang terlibat yakni masukan untuk seorang aparat penegak 

hukum diantaranya Polisi dan Jaksa serta Hakim juga Keluarga Korban 

agar dalam penjatuhan pidana dapat terwujudnya keadilan. 

E. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini, penulis ingin memberikan batasan-batasan 

ruang lingkup yang hanya difokuskan pada pertanggungjawaban pidana 

terkait penghapusan pidana terhadap anggota POLRI yang mengakibatkan 

kematian orang lain akibat pembelaan terpaksa melampaui batas mengenai 

pertimbangan Hakim yang menerapkan alasan pemaaf pada putusan 

Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020. 

F. Kerangka Teori  

1. Teori pembelaan yang diperlukan (Theory of necessary defense) 

Pada Teori pembelaan yang diperlukan (Theory of necessary 

defense), alasan pembenaran atau alasan memaafkan termasuk pembelaan 

atau noodweer. Noodweer termasuk dalam alasan pembenaran, khususnya 
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untuk melakukan tindak pidana di bawah paksaan, jika dimasukkan 

berdasarkan tingkat kejahatannya.  Selain itu, teori pembelaan diri dan 

kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan dapat dilakukan atas dasar 

penggunaan kekuatan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada pilihan 

yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Akibatnya, melanggar hukum adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. 

Tidak dibenarkan membela diri dengan melanggar hukum jika ada pilihan 

lain yang tersedia untuk melakukannya.9 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili merupakan puncak 

klimaks dari putusan Hakim karena membuat keputusannya berdasarkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan 

kepadanya adalah keputusan mengenai peristiwanya. 

b. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu 

tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana yakni 

keputusan mengenai hukumnya. 

c. Apabila terdakwa memang dapat di pidana merupakan keputusan 

mengenai pidananya. 

 
               9  Hamdan. Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus. Bandung: PT. Refika 

Aditama. 2014. Hlm.70. 
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Suatu keputusan harus didasarkan pada atau ditentukan oleh 

undang-undang sebelum dibuat. Penguasa yang ditunjuk tidak boleh 

memaksakan pidana yang lebih rendah dari yang sedapat-dapatnya dan 

lebih jauh lagi pejabat yang ditunjuk tidak boleh memaksakan pidana yang 

lebih tinggi daripada yang paling tidak seluruhnya diatur dengan peraturan.  

Hakim dapat mengandalkan berbagai teori saat membuat keputusan.  

Mackenzie mengatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan teori atau 

pendekatan berikut saat memutuskan apakah akan mengambil keputusan 

dalam suatu kasus atau tidak yakni sebagai berikut:10 

1). Teori Keseimbangan  

Kondisi hukum yang ditetapkan dan kepentingan para pihak yang 

terlibat atau berkaitan dengan perkara harus seimbang, menurut teori 

keseimbangan. 

2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Ketika membuat keputusan, hakim akan menggunakan 

kebijaksanaannya untuk mempertimbangkan keadaan dan hukuman yang 

sesuai untuk setiap penjahat.  Dalam perkara perdata, hakim juga akan 

mempertimbangkan keadaan para pihak yang terlibat, seperti penggugat 

dan tergugat dalam perkara perdata dan Jaksa Penuntut Umum dalam 

perkara pidana. Hakim menggunakan pendekatan artistik dalam mengambil 

 
               10 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm.102. 
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keputusan yang lebih banyak dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada 

pengetahuan hakim. 

3). Teori Pendekatan Keilmuan  

Tahap awal dari ilmu ini adalah gagasan bahwa cara yang paling 

umum untuk memaksakan hukuman harus diselesaikan secara metodis dan 

dengan pertimbangan yang luar biasa, terutama sebanding dengan putusan 

yang lalu untuk menjamin konsistensinya. Maka dalam memutus suatu 

perkara pejabat yang ditunjuk tidak boleh semata-mata berdasarkan insting 

atau fitrah saja tetapi juga harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan 

yang sah dan selanjutnya pemahaman yang logis dari pejabat yang ditunjuk 

dalam menangani suatu perkara yang harus dipilihnya. Akibatnya, Hakim 

dituntut untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum dan 

disiplin ilmu lainnya, agar putusannya dapat dijelaskan dari segi teori-teori 

keilmuan yang ada berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. 

4). Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman seorang Hakim dalam mengelola kasus-kasus yang 

biasa dia hadapi adalah sesuatu yang dapat membantunya. Karena dengan 

pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana akibat 

dari suatu pilihan yang diberikan terhadap suatu keadaan yang 

berhubungan dengan pelaku atau korban atau daerah setempat. 
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5). Teori Perbandingan (Ratio Decidendi) 

Pendirian filosofis dasar yang memikirkan semua sudut pandang 

yang terkait dengan topik dalam debat dan kemudian mencari peraturan 

dan pedoman yang berkaitan dengan topik yang dipertanyakan adalah 

sesuai pertimbangan harus didasarkan pada inspirasi yang masuk akal 

untuk mempertahankan regulasi dan memberikan keadilan untuk pihak 

yang terlibat. 

6). Teori Kebijaksanaan  

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga 

terdakwa, dan orang tuanya juga bertanggung jawab untuk membimbing, 

mendidik, membina, dan melindungi mereka agar menjadi manusia yang 

berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa di masa mendatang. 

G. Metode Penelitian  

Perlu diketahuinya perihal metode dan penelitian. Metode seringkali 

diartikan sebagai upaya untuk mengetahui suatu fakta baik secara sistematis 

dan metodologis yang dilakukan secara konsisten. Terdapat istilah dalam 

bahasa Inggris yakni research yang artinya memeriksa kembali yang 

merupakan kata terjemahan dari penelitian. Berdasarkan kata tersebut, 

diartikan menjadi suatu upaya pencarian kembali secara sederhana. Jawaban-



15 

 

 

 
 
 

jawaban dari setiap permasalahan yang belum terpecahkan itulah yang dicari 

dalam penelitian.11  

Dalam hal ini, yang akan dilakukan oleh penulis ialah terkait 

penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “penelitian hukum 

yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu. 12  Sama halnya dengan pendapat 

Soetandyo Wignosoebroto bahwa “seluruh upaya untuk mencari dan 

menemukan jawaban yang benar (right answer) dan mengenai suatu 

permasalahan atas jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer), 

diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sahih untuk menjelaskan dan 

menjawab permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian hukum.13  

Dalam prosedur tertentu kegiatan itu sendiri yang harus teratur dan hasil atau 

produk yang diharapkan dari kegiatan itu, yaitu sebuah kebenaran keilmuan 

hukum pada dasarnya mengenai penelitian hukum itu sendiri menyangkut 

dua hal tersebut.14 Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil maksimal 

harus menggunakan metode yang terdiri dari: 

 

 

 
                11 Nanang Martono. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Rajawali 

Pers. 2016. Hlm.194. 

                12 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2007. Hlm.43. 

              13 Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm.18. 

              14  M Syamsudin. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

2007. Hlm.23. 
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1. Jenis Penelitian 

Perlu diketahui bersama bahwa penelitian hukum terdiri atas dua 

macam, yakni Penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum empiris 

menurut Soerjono Soekanto. Dalam penelitian kali ini, jenis penelitian 

hukum normatif adalah yang penulis gunakan. Penelitian hukum normatif 

(normatif law research), merupakan acuan perilaku setiap orang dengan 

melakukan penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai 

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dimana dalam hal ini 

yang akan diteliti terkait dengan penghapusan pidana terhadap anggota 

POLRI yang melarikan diri setelah melakukan pembelaan terpaksa 

melampaui batas khususnya yang mengakibatkan kematian akibat 

kelalaian, Penelitian akan hal itu juga didasarkan pada sumber yang 

terdapat didalam Undang-Undang berkaitan dengan noodweer excess.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang 

sedang bahas (diteliti). Suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat 

dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat 

sebagai sebagai berikut: 

a. Comprehensive yang berarti secara logis norma-norma hukum 

yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya. 
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b. All-iclusive bahwa tidak akan ada kekurangan hukum dalam 

kumpulan norma hukum tersebut karena cukup mampu menampung 

permasalahan hukum. 

c. Sistematic berarti norma-norma hukum tersebut tersusun secara 

sistematis selain bertautan antara satu dengan yang lain.15 

3. Sumber Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan 

adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum 

empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya apabila dibandingkan dengan 

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri hal ini berakibat 

pada jenis bahan hukum yang digunakan. 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen 

resmi Negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum 

primer sebagai berikut, yaitu :  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 
                15 Johnny Ibrahim Haryono. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: 

Bayumedia. 2005. Hlm.249. 
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4. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6. 

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi 

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 150. 

6. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 34/Pid.B/2020. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas 

putusan pengadilan yang merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku 

teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para 

pakar di bidang hukum. 

c. Bahan hukum tersier, berarti untuk menjelaskan maksud atau pengertian 

istilah-istilah yang sulit untuk diartikan memerlukan bahan seperti kamus 

hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum karena 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
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dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa 

Indonesia.16 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Selain itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi 

kepustakaan dalam mengumpulkan dan menghimpun bahan mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas 

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah pengkajian 

informasi tertulis yang merupakan studi pustaka (bibliography study). 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Adapun ketika bahan sudah terkumpul baik primer, sekunder 

ataupun tersier, maka dilakukan suatu metode analisis yang sifatnya 

kualitatif. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk 

menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya 

bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma 

hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan dirasa kurang atau tidak 

jelas). Hal tersebut merupakan metode analisis secara kualitatif yakni 

metode analisis dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap 

bahan-bahan hukum yang telah diolah. 

 

 

 
               16 Elizabeth Nurhaini Butarbutar. Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk 

Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018. Hlm.136. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penyimpulan secara induktif yang menarik suatu 

kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat 

umum merupakan penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap 

penelitian hukum. 17  Untuk menarik suatu kesimpulan, seluruh bahan 

hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah 

selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. 

 
              17 Meruy Hendrik Mezak. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. Law 

Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No.3. Maret 2006. Hlm.87. Diakses 

pada Hari (Selasa, 11 Oktober 2022):https://adoc.pub/queue/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-

penelitian-hukum.html 

https://adoc.pub/queue/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html
https://adoc.pub/queue/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html
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